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ABSTRAK 
 
HIDAYATULLAH, Nomor Pokok B 111 09 488, Program Studi Ilmu 
Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas 
Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul ”Penerapan Prinsip Good 
Governance Pada  Fungsi dan Tugas Badan kepegawaian Daerah 
Dalam Pengangkatan  Tenaga  Honorer menjadi CPNS di Kabupaten 
Barru” di bawah bimbingan Prof.Dr. Marwati Riza ,S.H.,M.Si. dan 
Muhammad. Zulfan Hakim, S.H.,M.H. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
Penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan tenaga honorer 
kategori 1 menjadi CPNS di Kabupaten Barru, dan fokus pada prinsip 
transparansi dan akuntabilitas,. 
 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
Penerapan prinsip Good Governance dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS di Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan 
studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik analisis data 
deskriptif-kualitatif. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good 
governance dalam pengangkatan tenaga honorer  menjadi CPNS telah 
terlaksana dengan baik namun belum maksimal. BKD telah melaksanakan 
pengangkatan tenaga honorer  sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 
48 tahun 2005 jo. PP No.43 tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
data tenaga honorer  yang terdata sesuai dengan persyaratan/prosedur 
yakni kesesuaian usia, masa kerja dan sumber pembiayaan. Namun, masih 
ada tenaga honorer yang mengaku bahwa BKD tidak menyebarkan informasi 
secara transparan karena tidak begitu jelas dalam meyebarkan informasi 
penerimaan CPNS.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang 
menonjol dalam pengelolaan administrasi publik yang muncul sekitar dua 
dasa warsa yang lalu. Tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan adalah sejalan dengan kemajuan tingkat 
pengetahuan serta pengaruh globalisasi. 
Di dalam rumusan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, telah secara tegas dan limitatif diatur prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good 
governance. semua prinsip-prinsip  good governance  Harus menjadi 
pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan 
penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil), khususnya prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan, agar filosofi The right 
man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya) 
tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS (calon 
pegawai negeri sipil), Namun tidak menutup kemungkinan penerimaan 
CPNS (calon pegawai negeri sipil) di daerah-daerah, dinilai sangat sarat 
dengan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
2 
 
Pada masa orde baru pengangkatan seorang aparat birokrasi 
pemerintahan menghendaki profesionalisme dalam diri seorang pejabat. 
Indikasi ini dapat dilihat pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan yang 
dijabat oleh orang-orang profesional sesuai dengan potensi, dedikasi, dan 
prestasi yang bersangkutan. 
Di era reformasi, nuansa profesionalisme dalam sistem rekruitmen PNS 
tuntutannya semakin tinggi. Konsep teori “The Right Man on The Right 
Place” ingin diwujudkan dan menjadi agenda reformasi dan birokrasi 
pemerintahan. dilakukanlah perubahan peraturan penyelenggaraan 
pemerintah daerah dengan menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah yang nyata, luas 
dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan 
pembangunan daerah. 
 Diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974; Jo. Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok - 
pokok kepegawaian bahwa diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan 
melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam 
penyelesaian tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  saat ini diminati oleh sebagian 
besar pencari kerja. Di Indonesia  menjadi seorang PNS bisa jadi sebuah 
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impian untuk hampir semua pencari kerja. PNS sangat menarik karena 
adanya kepastian seperti gaji, keberlangsungan pekerjaan, dan  pensiun. 
 Organisasi birokrasi tidak hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi terdapat pegawai honorer 
yang membantu PNS dalam melaksanakan tugas birokrasi. pegawai honorer 
menurut PP No 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan 
pegawai Honorer Menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) adalah 
seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat 
lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada 
instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. 
Eksistensi pegawai honorer daerah diakui secara formal dalam UU No. 
43 tahun 1999 tentang perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (3) dan diterapkan dalam struktur 
sumber daya aparatur Indonesia, yang berfungsi membantu pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat khususnya di 
daerah. Setelah munculnya PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 tahun 2007 
tentang Pengangkatan pegawai Honorer menjadi CPNS, praktis banyak 
masyarakat dalam usia kerja rela menjadi tenaga honorer. Masuk menjadi 
tenaga honorer dengan honor yang sangat sedikit bahkan cenderung tidak 
manusiawi dan berada jauh dibawah upah minimum provinsi (UMP) rela 
dijalani dengan harapan suatu saat dapat diangkat menjadi PNS dengan 
mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian mereka.  
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Seiring dengan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan  PP No. 43 
tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, 
mendorong Pemerintah Kabupaten Barru instansi terkait untuk melakukan 
rekruitmen CPNS sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut.  Dalam PP No. 43 Tahun 2007 tersebut.  Diatur 
sejumlah persyaratan, kriteria, sistem dan prosedur (mekanisme) 
pelaksanaan rekruitmen CPNS yang menjadi pedoman atau petunjuk teknis 
pelaksanaan bagi instansi terkait khususnya BKD (Badan Kepegawaian 
Daerah) baik itu untuk pegawai honorer kategori 1 maupun kategori 2. 
pegawai honorer Kategori 1 merupakan pegawai honorer yang 
penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan pegawai honorer 
kategori 2 merupakan pegawai honorer yang penghasilannya tidak dibiayai 
oleh APBN/APBD.  
 Pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS harus disertai dengan 
pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya 
mewujudkan Good Governance di Indonesia. Transparansi (Krina,  2003:14) 
adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan  bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan  yakni 
informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 
hasil-hasil yang dicapai.  
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Realitas yang terjadi selama proses pelaksanaan rekruitmen pegawai 
menjadi CPNS di beberapa wilayah, dimana sejumlah ketentuan 
pelaksanaan yang telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2007 seharusnya 
dipedomani/dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses 
penerimaan CPNS namum dalam kenyataannya kurang optimal. Hal ini 
terlihat dalam beberapa praktek pelaksanaannya di beberapa wilayah di 
Indonesia dimana terdapat beberapa hal yang seharusnya ditransparansikan 
dan dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana tuntunan peraturan 
pemerintah diatas namun justru cenderung disalahartikan dan tidak 
dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.  Di samping itu, 
beberapa persyaratan seperti usia CPNS honorer dan masa pengabdian 
dipolitisir oleh pemerintah daerah.  Selain itu, ada pula permasalahan 
mengenai ketidak sesuaian antara latar pendidikan tenaga honorer dengan 
unit kerja mereka. 
Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS yang terkhusus pada tenaga honorer  di Kabupaten 
Barru dengan Judul “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Tugas 
Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pengangkatan Tenaga 
Honorer menjadi CPNS di Kabupaten Barru” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
ditetapkan masalah pokok, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dan akuntanbilitas 
dalam pengangkatan tenaga honorer  menjadi CPNS di Kabupaten 
Barru? 
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip transparansi dan 
akuntanbilitas dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
di Kabupaten Barru? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS di Kabupaten Barru. 
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki 
manfaat sebagai berikut :  
1. Manfaat akademis: 
a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam 
melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu 
pengetahuan terutama ilmu pemerintahan. 
b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya 
yang berminat mengenai masalah-masalah pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CPNS. 
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2. Manfaat praktis: 
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi 
pihak pemerintah Kabupaten Barru agar kedepannya lebih baik 
dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penerapan Good Governance 
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-
urusan publik.  Sedangkan UNDP (United Nation Development Programme) 
mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and 
administrative authority to manage a nation affair at all levels”. Dalam hal ini, 
World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber 
daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, 
sedangkan UNDP (United Nations Development Programme) lebih 
menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam 
pengelolaan Negara. 
World Bank dan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dalam 
Rahardjo Adisasmita (2011:23) menyamakan Good Governance dengan 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 
korupsi, baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal and political frameworks (kerangka dasar 
hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan.   
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UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good 
governance, meliputi: partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, 
consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan strategic 
vision. 
Sedarmayanti,(2004) Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara 
konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan 
tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar 
peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia 
usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah) 
semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.  
Rencana strategis lembaga administrasi Negara tahun 2000-2004, 
disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelengaraan Negara dan 
pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik 
(good governance) yakni: “proses pengelolaan pemerintahan yang 
demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi 
manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan 
akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada 
peningkatan daya saing bangsa”. Selain itu, Gambir Bahatta 1996 
mengungkapan pula bahwa “unsur utama governance”, yaitu: akuntabilitas 
(accountability), transparansi (transparency) keterbukaan (openes), dan 
aturan hukum (rule of law) ditambahkan dengan kompetensi manajemen 
(management competence) dan hak-hak asasi manusia (human right). 
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Berikutnya, UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip 
yang harus dianut dalam praktek penyelengaraan pemerintahan yang baik, 
meliputi:  
1. Partisipasi (participation): setiap orang atau warga masyarakat, 
baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang 
sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara 
langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan 
kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 
2. Aturan Hukum (rule of law): kerangka aturan hukum dan 
perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan 
dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi 
manusia. 
3. Transaparansi (transparancy): transparansi harus dibangun 
dalam rangka kebebasan aliran informasi. 
4. Daya tanggap (responsivenes): setiap institusi dan prosesnya 
harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak 
yang berkepentingan (stakeholders). 
5. Berorientasi konsensus (consensus orientation): pemerintahan 
yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai 
kepentingan yang berbeda umtuk mencapai konsensus atau 
kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing 
pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat masing-masing pihak, 
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dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap 
berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan 
pemerintah. 
6. Berkeadilan (Equity): pemerintahan yang baik akan memeberi 
kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan 
dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara 
kualitas hidupnya. 
7. Efektifitas dan Efisiensi (effectiveness and Efficiency): setiap 
proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 
meghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai 
sumber-sumber yang tersedia. 
8. Akuntabilitas (accountability): para pengambil keputusan dalam 
organisasi sector publik, swasta, dan masyarakat madani 
memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik 
(masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik 
(stakeholders). 
9. Visi strategis (strategic vision): para pemimpin dan masyarakat 
memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang 
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pmbangunan 
manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 
pembangunan tersebut. 
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Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut adalah 
saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa bediri sendiri. 
Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip 
utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri 
kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:   
1. Akuntabilitas : adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah 
untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung 
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 
2. Transparansi : kepemerintahan yang baik akan bersifat 
transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun 
daerah. 
3. Keterbukaan : menghendaki terbukanya kesempatan bagi 
rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap 
pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 
4. Aturan hukum : kepemerintahan yang baik mempunyai 
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa 
keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang 
ditempuh. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip good governance 
hendaknya dapat diterapkan diseluruh sektor, dengan memperhatikan 
agenda kebijakan pemerintah untuk beberapa tahun mendatang yang perlu 
disesuaikan dan diarahkan kepada: 
13 
 
1. Stabilitas moneter, khusunya kurs dollar AS (USD) hingga 
mencapai tingkat wajar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok 
pada tingkat yang terjangkau; 
2. Penanganan dampak krisis moneter khusunya pengembangan 
proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran, 
percukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan; 
3. Rekapitalisasi perusahaan kecil, menengah yang sebenarnya 
sehat dan produktif; 
4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan 
moneter, sistem perbankan, kebijakan fisikal, dan anggaran 
serta penyelesaian hutang swasta, dan restrukturisasi sektor 
riel; 
5. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi khususnya 
untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi. 
Disamping itu perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan 
pembangunan aparatur Negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan 
yang baik dalam era reformasi dewasa. Ini, paling tidak dapat dilihat dari 
sebarapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan reformasi sebagaimana 
tercantum dalam ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998, Bab III yang 
mencakup: 
1.    Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya     
terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap 
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terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha 
nasioanal; 
2.    Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan 
peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk 
menciptakan stabilitas nasional; 
3.    Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan 
keadilan, hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban 
umum dan perbaikan sikap mental. 
4.    Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi 
pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha 
mewujudkan masyarakat madani. 
    Sedangkan agenda aksi reformasi pemerintah dalam rangka 
mewujudkan kepemerintahan yang baik di Indonesia menurut 
bintoro tjokroamidjojo (2000) perlu diarahkan kepada beberapa 
hal pokok sebagai berikut: 
1.    Perubahan system politik kearah sistem demokratis, partisipatif 
dan egalitarian. 
2.    Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana 
kekuatan militer ini harus jadi kekuatan professional dan 
independen, bukan menjadi alat politik partai atau kekuasaan 
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pemerintah (presiden), yang mendudukkannya sebagai 
kekuatan pertahanan Negara. 
3.    Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan 
pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam 
rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman, dan 
pelayanan publik. 
4.    Reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan 
dari pola sentralisasi ke desentralisasi, bukan daam rangka 
separatisme atau federalism. 
5.    Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah 
menciptakan pemerintah yang bersih (clean government) yang 
terdiri dari tiga pokok agenda, yaitu: 
a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dari praktek-praktek 
korupsi, kolusi, kroniisme, dan nepotisme (KKKN); 
b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, 
agar tidak lagi mengutamakan pola deficit funding dan 
menghapuskan adanya dana public non budgeter; 
c. Penguatan system pengawasan dan akuntabilitas public 
aparatur Negara.  
Berbicara tentang penerapan good governance pada sector publik tidak 
dapat lepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan 
pembangunan kepemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat 
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dikatakan pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas 
pokok yang mencakup: 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, 
2. Memajukan kesejahteraan umum, 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dipahami pula bahwa dalam 
ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan visi Indonesia masa 
depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut visi Indonesia 2020, yaitu: 
“terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, demokratis, adil,sejahtera, 
maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaran Negara” 
sedangkan pada bab IV butir 9 ditegaskan bahwa baik dan bersih dalam 
penyelenggaraan Negara adalah mencakup: 
1. Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang profesional, 
transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas korupsi 
kolusi dan nepotisme; 
2. Terbentuknya penyelenggaraan Negara yang peka dan 
tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh 
wilayah Negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan; 
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berkembangnya tranparansi dalam budaya dan perilaku serta 
aktivitas politik dan pemerintahan. 
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 
serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan 
perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban  yang tepat, 
jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan 
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih 
dan bertanggungjawab, serta bebas dan korupsi, kolusi dan Nepotisme. 
Sejalan dengan itu, dandalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI 
Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan 
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan undang-undang Nomor 28 tahun 
1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi 
dan nepotisme sebagai tindak lanjut dan ketetapan MPR tersebut, telahn 
diterbitkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas 
kinerja pemerintah. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan 
tentang asas-asas umum penyelenggaran Negara, asas kepentingan umum, 
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 
akuntabilitas. 
Menurut penjelasan undang-undang terseut, asas akuntabilitas adalah 
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan 
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penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Presiden berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 
pemerintahan secara periodik kepad MPR. Pertanggungjawaban presiden 
tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan instansi pemerintah baik pusat 
maupun daerah yang perlu disampaikan pula kepada DPR atau DPRD. 
Oleh sebab itu, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi 
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mula dan 
pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas pokok dan funsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan 
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan 
strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud: 1. 
Disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga 
pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya 
kepada presiden selaku kepala pemerintahan; 2. Dilakukan melalui sistem 
akuntabilitas dn media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara 
periodik dan melembaga. 
Dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
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tersebut, presiden menugaskan kepala Lembaga Administrasi Negara untuk 
menetapkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah sebagai bagian dan system akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 
Dalam surat keputusan kepala lembaga administrasi Negara Nomor. 
589/IX/6/Y/99, yang diperbaharui oleh Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang 
pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
diutarakan bahwa: 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) : adalah perwujudan 
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari 
berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanan 
stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) : adalah 
dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan 
disampaikan secara sistematik dan melembaga. LAKIP bermanfaat antara 
lain untuk: 
1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan 
tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan 
benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan 
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perundang-undanagan yang berlaku, kebijaksanaan yang 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. 
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga 
dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap 
aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah.   
 
B. Sejarah BKN (Badan Kepegawaian Negara) 
   Dari situasi pada saat itu sebagaimana digambarkan di atas, 
sebagaian pegawai negeri berada dibawah pemerintahan republik indonesia 
dan sebagian lagi dibawah pemerintahan hindia belanda. Keadaan seperti itu 
menyebabkan pembinaannya dilakukan di dua lembaga, yaitu : kantor 
urusan pegawai Negeri yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 
11 tahun 1948 tanggal 30 mei 1948, berkedudukan di ibukota pemerintahan 
di yogyakarta dan dipimpin oleh seorang kepala yaitu Raden Pandji Soeros. 
Pada tahun yang sama pemerintah juga menetapkan pembentukan 
perwakilan KUP untuk wilayah indonesia bagian timur yang berkedudukan di 
makssar. 
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    Dalam perkembanagan selanjutnya, kantor urusan pegawai (KUP) 
inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 mei 1948 
ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst Voor Algemene Personele 
(DAPZ) yang lebih dikenal DUUP (djawatan umum urusan pegawai) yang 
dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 
Tanggal 9 Juni 1948 dikepalai oleh mr. J.w. vaanhogstraken yag 
berkedudukan di jakarta. 
Tugas KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan 
gaji pegawai negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu 
dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat 
dan diberhentikan oleh presiden atas usul perdana menteri dan kangsung 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri 
Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa 
ituadalah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1948 
tentang peraturan gaji pegawai yang dikenal denga nama PGPN-48. Dalam 
peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp.45,-
sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan istri dan seorang anak tidak 
akan kurang dari Rp.65,-sebulan azas-azas peraturan penghargaan 
pengalaman muli berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai 
arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk 
menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah 
kecakapannya sistem penggajin yang dianut dalam PGPN-48 adalah sistem 
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horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung 
serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru. 
Peraturan gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1995 
yang berlaku mulai tahun 1995. Dalam PGPN 1995 dikenal sembilan 
golongan  dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai 
diberikan juga tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan 
anak, tunjangan kemahalan setempat, kemalahan umum, kemahalan 
daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, 
tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya. 
Sejak pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan republik 
indonesia tanggal 15 agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk 
memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh 
KUP di yogyakarta dan DUUP di jakarta. Untuk maksud tersebut 
ditetapkanlah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 tanggal 15 
desember 1950. Dengan peraturan pe,erintahan tersebut, KUP di yogyakarta 
dan DUUP di jakarta digabungkan menjadi satu. 
Meskipun KUP berkedudukan di jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya 
masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah yaitu badan tata usaha 
kepegawaian (BiroTUK) di yogyakarta dan bagian pensiun dan tunjangan 
(biro P&T) di bandung. 
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Lahirnya BKN 
sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah 
semnakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu mnetapkan kembali 
kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. 
Pandangan ini sebagaiamana datur dalam peraturan pemerintah nomor 
32 tahun 1950 besrta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam 
keputusan perdana menteri RI nomor 30/PM 1951 tanggal 7 april 1951. 
Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang 
bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi badan 
administrasi kepegawaian negara dalam (BAKN) dengan peraturan 
opemerintah nomor 32 tahun1972. Penetapan petaturan pemerintah ini 
adalahjuga sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 1961. 
Dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun1972, maka kedudukan, 
fungsi, tugas, susunan dan tata kerja insitusi yang mengelola kepegawaian, 
semakin dikembangkan. 
Berdasrkan peraturan pemerintah tersebut, BAKAN ditetapkan sebagai 
sebuah lembaga pemerintan non departemen yang berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai fungsi untuk 
menyempurnakan memelihara dan mengembangkan administrasi negara 
dibidang kepegawaian sehingga tercapai jalannya pemerintahan. 
Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas 
sebagai berikut :  
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1. Merencanakan pembinan kepegawaian sesuai dengan 
kebijaksanaan presiden; 
2. Merencanakan peraturan perundang-undangan dibidang 
kepegawaian; 
3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha 
pensiun ; 
4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
dibidang keoegawaian dan pensiun pada departemen–
departemen dan lembaga-lembaga negara/lembaga-lembaga 
pemerintah Nondepartemen 
Sedangkan susunan organisasi BAKN,terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Sekertariat; 
c. Biro-biro; 
d. Staf ahli. 
BAKN dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. 
Sekretariat BAKN merupakan unsur pembantu pimpinan dan 
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum meliputi: 
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a. Tata usaha kantor dan urusan dalam; 
b. Tata kepegawaian  (personalia); 
c. Tata peralatan; dan 
d. Tata keuangan; 
Sekretariat BAKN terdiri dari bagian-bagian sebanyak-banyaknya 
5(lima) bagian,dan bagian-bagian dari sub-sub bagian,masing-masing 
sebanyak-banyaknya 5(lima) sub bagian. 
Biro-biro merupakan unsur pelaksana yang terdiri dari: 
a. Biro perencanaan; 
b. Biro kepegawaian umum; 
c. Biro kepangkatan dan penggajian; 
d. Biro tata usaha kepegawaian; 
e. Biro pensiun dan tunjangan; 
f. Biro pengawasan. 
Tiap-tiap biro terdiri dari atas bagian-bagian,masing-masing bagian 
sebanak-banyaknya 5(lima) bagian dan bagia-bagian terdiri atas sub-sub 
bagian ,masing-masing sebnayk-banyaknya 5(lima) sub bagian. 
Anggara belanja BAKN menurut peraturan pemerintah nomor 32 
tahun 1972 ini dibebankan kepada Anggaran belanja sekretariat Negara / 
sekertaris kabinet. 
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Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972 maka 
penataan,pembinaan pembenahan administrasi kepegawaaian sebagai 
bagian dari pembinaan aparatur pemerintah,dapat dilaksanakan secara lebih 
berdaya guna dan berhasil guna. 
C. Fungsi dan tugas BKD (Badan Kepegawaian Daerah) 
    Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di  
daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah 
dimaksud adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh kepala Daerah 
(Pasal 34A UU Nomor 43 Tahun 1999); dengan tugas melaksanakan 
manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah dalam membantu tugas pokok 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Pasal I keputusan Presiden Nomor 
159 Tahun 2000). Kedudukan dan kewenangan Badan Kepegawaian 
Daerah, didalam ketentuan pasal 129 Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 disebutkan bahwa „‟Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Mengenai Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Penetapan Pensiun, 
gaji, tunjangan, kesejahteraan hak dan kewajiban serta kedudukan Pegawai 
Negeri Sipil di daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”. 
 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 130 Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004, disebutkan Daerah berwenang melakukan pengangkatan, 
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan 
kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
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daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan 
pelaksanaan dari administrasi kepegawaian dan karier pegawai diawasi oleh 
pemerintah wilayah propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
sesuai dengan pasal 131 Undang-undang  tahun Tahun 2004. 
  Selanjutnya struktural Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada kepala daerah selaku pejabat pembina 
kepegawaian melalui sekretaris daerah (Pasal 2 Kepres No.159/2000). 
  Selanjutnya, fungsi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan tugas   
pokoknya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Penyiapan penyusunan perundang-undangan daerah di bidang 
kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang 
ditetapkan pemerintah, 
2. Perencanaan dan Pembangunan Kepala Daerah, 
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah 
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan, 
4. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 
atau atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur 
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, 
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5. Penyiapan dan penetapa pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan, 
6. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai 
Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur 
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 
7. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
8. Pengelolaan sistim informasi kepada daerah ; dan 
9. Penyampaian informasi kepala daerah kepada Badan 
Kepegawaian Daerah (pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 159 
Tahun 2000 ).  
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D. Manajemen Kepegawaian 
Manajemen kepegawaian merupakan paduan kata manajemen dan 
kepegawaian yang masing-masing mempunyai arti dan berdiri sendiri. 
Manajemen  adalah melaksanakan perbuatan tertentu dengan menggunakan 
tenaga orang lain, sedangkan kepegawaian adalah seluruh kegiatan yang 
berhubungan dengan kepentingan kepegawaian. 
John B dan Minier dalam Moekijat (1989:5), manajemen kepegawaian 
adalah suatu proses untuk mengembangkan, menerapkan dan menilai 
kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan 
program-program yang ada hubungannya dengan individu dengan 
organisasi. 
Selanjutnya Nititisemito (1998:10) mengemukakan manajemen 
kepegawaian sebagai suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain: 
planning, organizing, controlling, sehingga efektifitas dan efisiensi personalia 
dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan.  
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen 
kepegawaian merupakan suatu seni dan ilmu yang digunakan dalam 
mencapai suatu tujuan yang ada hubungannya dengan individu dengan 
organisasi. 
Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa manajemen kepegawaian 
itu memang penting dalam organisasi yang mempunyai andil yang cukup 
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penting  karena menyangkut manusia yang akan menentukan arah 
kemajuan dan kesuksesan dalam suatu organisasi. 
Dalam manajemen pegawai tentu dibahas mengenai pengadaan 
pegawai yang biasa disebut dengan rekruitmen. Pada dasarnya rekruitmen 
dilakukan untuk mengisi kebutuhan organisasi akan tenaga kerja/karyawan 
yaitu untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi yang 
masih kosong. 
Henry Simamora (1997:212) dalam buku koleksi digital Universitas 
Kristen Petra menyatakan bahwa: Rekruitmen (Recruitment) adalah 
serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, 
kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi 
kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 
Drs. Fautisno Cardoso Gomes (1995:105) menyatakan bahwa 
“rekruitmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para 
pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.” 
Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan 
menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan 
sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang 
didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan 
memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang 
paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan.  
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Terkait dengan rekruitmen dalam Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 
2000 tentang Pengadaan PNS disebutkan bahwa pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, 
penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan 
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil 
Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat 
penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini 
karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan perusahaan 
sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dilaksanakan. 
Langkah-langkah dalam perekrutan pegawai dipengaruhi oleh aturan-
aturan yang berlaku disetiap perusahaan, organisasi ataupun instansi, 
Perbedaan tercermin dari nilai-nilai apa yang menjadi panutan. Suatu 
perusahaan berbeda dengan yang lain dan akan mempengaruhi setiap 
kebijakan penerimaan atau rekrutmen pegawai baru. Kebijakan-kebijakan 
yang bersifat politis dari kalangan birokrat/penguasa juga akan 
mempengaruhi perekrutan. 
E.  Pegawai Negeri Sipil 
1.  Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa 
mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia 
menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja 
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adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang 
melaksanakan kerja tersebut. 
Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat 
menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah 
pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia 
untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. 
Thoha (1986:6) memberikan pengertian bahwa pegawai adalah orang 
orang yang telah memenuhi syarat tertentu diangkat dan ditempatkan atau 
ditugaskan dan dipekerjakan dalam jajaran organisasi formal untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan dan atas prestasi atau hasil kerja diberikan 
imbalan berupa gaji. 
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal 
pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun 
organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok 
dalam suatu  organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 
mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. 
Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam 
melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas 
pekerjaan yang telah dikerjakan. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa 
pegawai adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang 
manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan 
pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam 
usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Kranenburg dalam Sri Hartani, dkk (2010:31) memberikan pengertian 
dari pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk. Jadi pengertian tersebut 
tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti 
anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. 
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja 
atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka 
mampu bekerja secara efektif. 
Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung 
pengertian sebagai berikut: 
a. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) 
dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan 
kompensasi atas jasa yang telah diberikan. 
b. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih. 
c. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan 
dengan pemberi kerja (majikan). 
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d. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah 
melakukan proses penerimaan.  
e. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan 
kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja). 
Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
pada pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa PNS adalah setiap warga 
Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 5 juga tercantum 
bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-
undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-
undangan ditaati oleh masyarakat, berhubung dengan itu Pegawai Negeri 
Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  
35 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
Pegawai Negeri Sipil adalah : 
a. Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan 
b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang 
c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas negara 
lainnya. 
d. Diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Selanjutnya disebutkan jenis pegawai yaitu : 
a. Pegawai Negeri Sipil 
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia 
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat. Pegawai Negeri Sipil pusat adalah 
pegawai yang gajinya dibebankan oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen,Lembaga 
Pemerintah non departemen,  lembaga tertinggi/Tinggi Negara, 
instansi vertikal propinsi/kabupaten/kota, Kepaniteraan 
Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas 
negara lainnya. 
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b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada 
Pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induk dan 
gajinya dibebankan oleh instansi yang menerima perbantuan. 
Disamping Pegawai negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat 
pegawai negeri tidak tetap, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi. 
2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 
menyebutkan bahwa: 
a. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 
Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam 
penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan 
pembangunan. 
b. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengurus semua 
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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c. Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri dilarang menjadi 
anggota dan/atau pengurus partai politik. 
Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai 
negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Negara. 
3. Fungsi Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintahan Negara RI menganut sistem Fundamental, ini terwujud 
dengan adanya berbagai departemen, lembaga pemerintah non departemen 
yang masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda, 
tapi mempunyai tujuan yang sama yaitu : mencapai tujuan nasional. Dengan 
demikian bisa dilihat dari tugas yang diemban oleh setiap pegawai negeri 
maka mereka mempunyai peredaran fungsi yang sesuai dengan instansi 
tempat mereka bekerja. 
Fungsi Pegawai Negeri erat hubungannya dengan kedudukan pegawai 
negeri sipil dimana fungsi pegawai negeri sebagai unsur penggerak 
organisasi atau lembaga pemerintahan, peraturan dengan terciptanya 
ketatalaksanaan yang tertib, efektif, dan efisien serta mengolah kelengkapan 
milik pemerintah atau Negara. 
Di samping itu, selaku warga negara biasa yang hidup dan berada 
ditengah-tengah lingkungan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil berfungsi pula 
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sebagai pemberi teladan dan panutan setiap gerak langkah dalam usaha 
pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. 
Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki tiga fungsi yang melekat 
padanya. Fungsi tersebut adalah sebagai Abdi Negara, Aparatur pemerintah 
serta pelayan masyarakat. 
Dalam kedudukan sebagai Abdi Negara seorang Pegawai Negeri Sipil 
adalah warga negara yang harus tetap menunjukkan pengabdiannya. 
Misalnya saat ada perbedaan di masyarakat, ia harus berusaha untuk bisa 
mensinergikan perbedaan tersebut. 
Selanjutnya, sebagai aparatur pemerintah, Pegawai Negeri Sipil 
merupakan alat untuk mencapai tujuan negara. Untuk itu saat terjadi 
perbedaan, jangan hanya berbangga dengan perbedaan yang ada, karena 
masih ada misi yang lebih penting, yaitu mensinergikan perbedaan menjadi 
satu kesatuan. 
Terakhir adalah sebagai pelayan masyarakat. PNS harus bisa 
mengoptimalkan pengabdian, karena posisi PNS sangat strategis untuk 
mencapai kesejahteraan baik kesejahteraan untuk pribadi maupun Negara 
 
 
. 
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F. Pengertian Tenaga Honorer 
1. Tenaga Honorer  
Eksistensi pegawai honorer daerah diakui secara formal dalam UU No. 
43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dan diimplementasikan dalam 
struktur sumber daya aparatur Indonesia, yang berfungsi membantu 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat 
khususnya di daerah. 
Tenaga honorer menurut PP No 48/2005 jo PP 43/2007 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS adalah seseorang yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 
pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada isntansi 
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. 
a. Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum 
dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
b. Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas 
tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tenaga honorer 
tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya, dana bantuan 
operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/ 
pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
atau yang dibiayai dari retribusi. 
c. Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh 
APBN/APBD dikategorikan sebagai tenaga honorer kategori 1, 
sedangkan tenaga honorer yang penghasilannya tidak 
dibiayai oleh APBN/APBD dikategorikan sebagai tenaga 
honorer kategori 2. 
2. Prioritas Pengangkatan Tenaga Honorer 
Prioritas pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS 
berdasarkan PP No.48 tahun 2005 Jo. PP No.43 Tahun 2007 yaitu sebagai 
berikut: 
a. Pasal 3 
2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas 
sebagai:  
a) guru;  
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b) tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;  
c) tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, 
peternakan; dan  
d) tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan 
pemerintah. 
3) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada:  
a) usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan 
paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan  
b) masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 
(satu) tahun secara terus menerus. 
4) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai 
menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. 
b. Pasal 4 
1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan 
administrasi. 
2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi 
tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau 
yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun. 
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Pada Pasal 4 Ayat (1) tenaga honorer yang mempunyai masa kerja 
lebih banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil.  Dalam hal terdapat beberapa tenaga honorer yang 
mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi 
lowongan formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat 
tenaga honorer yang berusia lebih tinggi. 
Dalam hal terdapat tenaga honorer yang usianya menjelang 46 (empat 
puluh enam) tahun, maka yang bersangkutan menjadi prioritas pertama 
untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Pengertian “menjelang 
usia 46  (empat puluh enam) tahun” yaitu apabila dalam tahun anggaran 
berjalan yang bersangkutan tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil, maka untuk tahun anggaran berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat 
untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena telah berusia 
lebih dari  46  (empat puluh enam) tahun. 
Pada Pasal 4 ayat (2),Tenaga honorer yang bekerja pada instansi 
pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru 
dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga 
honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah 
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 
2009. 
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Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai 
Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 
Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang 
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai 
Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, 
berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan 
negara. 
Setelah dijelaskan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, 
maka prinsip tersebut akan dikaitkan dengan  PP No. 43 Tahun 2007 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.   
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Untuk lebih jelasnya maka dapat disusun suatu konsep yang dijabarkan 
melalui penjelasan berikut yang mencakup pegawai honorer K 1 dan K 2: 
Persyaratan pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS 
berdasarkan PP No.43 Tahun 2007 (Tentang Perubahan atas peraturan 
pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan pegawai Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil) 
a) Usia 
b) Masa kerja 
c) Sumber penghasilan 
Penerapan Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan 
pegawai honorer 
Indikator transparansi 
a) Keterbukaan dan kejelasan standarisasi 
b) Mekanisme pertanyaan 
c) Mekanisme pelaporan 
Indikator akuntabilitas 
1) Mekanisme pelaporan kinerja 
2) Berdasarkan peraturan hukum 
3) Tindak lanjut pengaduan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan 
khususnya dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah karena untuk 
mewujudkan prinsip Good Governance di Kabupaten Barru yaitu partisipatif, 
transparansi, dan akuntanbilitas agar Kabupaten Barru menjadi kabupaten 
yang maju dan lebih baik serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Barru dapat memberikan informasi yang jelas mengenai peraturan untuk 
menjadi CPNS. Di Kabupaten barru.  
 
B. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan 
data sekunder antara lain: 
1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 
penulis lakukan serta pengamatan secara langsung terhadap 
informan. 
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang 
dapat mendukung kelengkapan data primer. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 
dipertangggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik 
dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah 
ditentukan. 
3. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS. 
D. Analisis Data 
Di dalam penelitian ini,  untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif,   
yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun 
sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian 
dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Di dalam organisasi birokrasi tidak hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil 
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi terdapat pegawai 
honorer yang membantu PNS dalam melaksanakan tugas birokrasi.  
Seiring dengan adanya perubahan kedua dari PP No. 48 tahun 2005  
yaitu PP No. 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS, mendorong pemerintah Kabupaten Barru melakukan pendataan 
tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS. Dalam pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS harus disertai dengan pelaksanaan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan Good 
Governance di Indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menggambarkan dan 
menganalisis Implementasi prinsip good governance dalam pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CPNS di Kabupaten Barru, dan fokus pada prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan studi pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dan beberapa tenaga honorer yang 
terlibat dalam pengangkatan honorer kategori 1 ini. 
Studi ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Barru, yang di dalamnya terdapat Bidang Pengembangan Pegawai yang 
menangani pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini. 
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Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui 
studi kepustakaan peneliti juga melakukan obsevasi serta interview 
(wawancara) kepada beberapa informan. Interview (wawancara) kepada 
informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid 
mengenai persoalan yang diteliti dari informan  yang memiliki. 
Pada awalnya informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, H. Nasruddin, dan Kepala Bidang 
Pengembangan Pegawai, Hj. Rahmatia  tenaga honorer kategori 1 yang 
memenuhi kriteria (MK), tenaga honorer kategori 1 yang tidak memenuhi 
kriteria (TMK). Namun, sejalan dengan studi dan kebutuhan informasi 
penulis, informan dalam penelitian ini ada perubahan informan dari yang 
sebelumnya di rencanakan, informan-informan ini merupakan pihak-pihak 
terkait dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS Tahun 
2013. 
A. Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 yang merupakan 
perubahan pertama dari PP No. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CPNS merupakan landasan hukum pelaksanaan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.  
Dalam Pasal 1 ayat (1) PP 43 Tahun 2007 “Tentang pengangkatan 
tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina 
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
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tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi 
beban APBN atau APBD”. 
Pada pasal ini telah diatur bahwa yang dimaksudkan sebagai tenaga 
honorer adalah tenaga yang telah diangkat dan ditetapkan sebagai honorer 
berdasarkan Surat Keputusan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian 
dalan hal ini pimpinan instansi dimana tenaga honorer tersebut ditugaskan.  
Tenaga honorer tersebut menerima gaji bulanan dari Pemerintah/ 
Pemerintah (APBN/APBD). 
Prioritas pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS 
berdasarkan PP No.48 tahun 2005 Jo. PP No.43 Tahun 2007 yaitu sebagai 
berikut: 
A. Pasal 3 
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:  
a. guru;  
b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;  
c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan  
d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada:  
a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 
19 (sembilan belas) tahun; dan  
50 
 
b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun 
secara terus menerus. 
(3) Masa kerja terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa 
bakti sebagai pegawai tidak tetap. 
Ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas menegaskan bahwa dalam 
pengangkatan CPNS, maka yang menjadi preoritas utama, yang diangkat 
adalah mereka yang berprofesi sebagai guru kontrak, tenaga medis kontrak 
baik perawat/bidan maupun dokter, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, 
peternakan, serta tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan. Dan maksimal usia 
46 tahun dan minimal 19 tahun. 
B. Pasal 4 
(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi tenaga 
honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya 
menjelang 46 (empat puluh enam) tahun. 
Pada Pasal 4 Ayat (1) tenaga honorer yang mempunyai masa kerja 
lebih banyak menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil.  Dalam hal terdapat beberapa tenaga honorer yang mempunyai 
masa kerja yang sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi lowongan 
51 
 
formasi yang tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga 
honorer yang berusia lebih tinggi. Pengangkatan tenaga honorer tersebut 
dilakukan melalui seleksi administrasi. 
Pendataan tenaga honorer kategori 1 ini dimulai dengan memberikan 
surat ke instansi-instansi terkait surat edaran No.5 Tahun 2010 tentang 
pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. 
Berdasarkan surat edaran tersebut, tenaga honorer kategori 1 diwajibkan 
memasukkan berkas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan 
administrasi. Kelengkapan administrasi yang dimaksud yaitu mulai dari 
adanya Surat Keputusan Bupati sebagai tenaga honorer, absensi harian, 
bukti penerimaan gaji/slip gaji sebagai bukti bahwa tenaga honorer dibiayai 
oleh APBN/APBD, dan foto copy ijazah. 
Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rahmatia  
Kabid Pengembangan Pegawai yang menyatakan bahwa:  
“proses pendataan tenaga honorer kategori 1 dimulai dengan 
memasukkan berkas tenaga honorer mulai dari Surat Keputusan 
Bupati, absensi, slip gaji honorer, dan fotocopy ijazah dan setelah itu 
kita data sebagai tenaga honorer kategori 1.” (wawancara 22 Oktober 
2013) 
 
Proses pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer memerlukan waktu 
yang  tidak sedikit. Dari pendataan yang dilakukan di tahun 2010, ada sekitar 
53 orang yang terdata sebagai tenaga honorer kategori 1 (lihat lampiran).  
Berdasarkan Surat edaran No. 5 tahun 2010 tentang pendataan tenaga 
honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, BKD Kab. Barru 
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melakukan pendataan tenaga honorer sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2007 
pada semua unit kerja pemerintahan di kabupaten Barru. Setelah tenaga 
honorer kategori 1 diverifikasi di daerah oleh BKD maka tenaga honorer 
tersebut melakukan pengisian formulir data perorangan. Data-data tenaga 
honorer tersebut di kirim ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara . kemudian di verifikasi kembali oleh BKN 
dan BPKP yang dilakukan di Kotamadya Pare-pare. Setelah menunggu hasil 
dari pusat, akhirnya hasil pengumuman tenaga honorer yang lulus berjumlah 
18 orang. Daftar nama tenaga honorer dapat dilihat pada tabel 1 berikut 
Tabel 1 Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi 
kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi 
No. Nama TTL Pendidikan 
1 Rosmawati Barru, 05-10-1978 
D-III kesehatan 
Hiperkes 
2 Muhammad Amin Barru, 02-05-1965 SMA 
3 Muhammad Jafar Barru, 10-05-1979 SD 
4 Fahyuddin Barru, 22-02-1972 
Akademi 
kemaritiman tata 
laksana 
5 Dg. Nai Gowa, 31-12-1965 SD 
6 Hamzah Barru, 12-01-1983 SLTP 
7 Muliani Luwu, 29-01-1977 S.1 Farmasi 
8 Amal Barru, 04-04-1980 SMU IPS 
9 Syahrisal Saleh 
Bulukumba, 05-12-
1978 
SMA 
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10 Faisal Barru, 27-11-1981 SMU IPS 
11 Nirwan Barru, 01-10-1979 SMP 
12 Kaharuddin 
Pare-pare, 07-08-
1961 
SMEA Tata Niaga 
13 Marwadi Barru, 17-02-1974 Persamaan SLTP 
14 Andi Ilham Aksa Barru, 08-04-1979 SMP 
15 Nurdati 
Wajo Sengkang, 17-
05-1964 
SMA 
16 
Andi Muhammad 
Sinrang 
Pare-pare, 16-08-
1985 
SMU IPA 
17 Amilanovita 
Samarinda, 
08-11-1979 
SMU 
18 Jaya Pinrang, 16-11-1965 SMEA Tata Niaga 
 
Kemudian hasilnya dilakukan uji publik dengan mengumumkan melalui 
media internet oleh BKN dan pemerintah daerah juga mengumumkan 
melalui media cetak yaitu Pare Pos. Uji publik ini juga bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang tidak memenuhi 
kriteria (TMK) melakukan protes jika ternyata ada permasalahan ataupun 
tindakan yang menyimpang dari beberapa tenaga honorer yang telah lulus. 
Tenaga honorer TMK difasilitasi oleh pihak BKD untuk mengajukan 
protes ke BKN. Setelah diverifikasi ulang, jumlah tenaga honorer yang 
memenuhi kriteria (MK) justru berkurang menjadi 17 orang. Hal ini 
berdasarkan wawancara dengan staf sub bidang perencanaan dan 
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pengadaan pegawai. Berikut daftar nama tenaga honorer setelah diverifikasi 
ulang beserta jenis tugas yang telah ditetapkan. 
 
Tabel 2 Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi 
kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi 
No.  Nama TTL Pendidikan/ 
Tahun lulus 
Jenis Tugas 
1 Rosmawati Barru, 05-10-
1978 
D-III 
kesehatan 
Hiperkes/ 
2001 
Sanitarian 
2 Muhammad Amin Barru, 02-05-
1965 
SMA/ 1984 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
3 Muhammad Jafar Barru, 10-05-
1979 
SD/1994 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
4 Fahyuddin Barru, 22-02-
1972 
Akademi 
kemaritiman 
tata laksana/ 
1998 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
5 Dg. Nai Gowa, 31-12-
1965 
SD/ 1977 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
6 Hamzah Barru, 12-01-
1983 
SLTP/1999 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
7 Muliani Luwu, 29-01-
1977 
S.1 Farmasi/ 
2002 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
8 Amal Barru, 04-04-
1980 
SMU IPS/ 
2000 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
9 Syahrisal Saleh Bulukumba, 
05-12-1978 
SMA/ 1996 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
10 Faisal Barru, 27-11-
1981 
SMU IPS/ 
2001 
Teknis/ 
Administrasi 
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lainnya 
 
11 Nirwan Barru, 01-10-
1979 
SMP/ 1996 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
12 Kaharuddin Pare-pare, 07-
08-1961 
SMEA tata 
niaga/ 1984 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
13 Marwadi Barru, 17-02-
1974 
Persamaan 
SLTP/ 1998 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
14 Andi Ilham Aksa Barru, 08-04-
1979 
SMP/ 1995 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
15 Nurdati Wajo 
Sengkang, 17-
05-1964 
SMA/ 1985 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
16 Andi Muhammad 
Sinrang 
Pare-pare, 16-
08-1985 
SMU 
IPA/2003 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
17 Amilanovita Samarinda,  
08-11-1979 
SMU / 1998 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
 
 
Untuk 17 tenaga honorer diberikan surat pemanggilan oleh BKD dan 
diharapkan kepada mereka melengkapi kelengkapan usul penetapan NIP 
CPNS, sebagai berikut: 
1. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. 
2. Surat Permohonan untuk diangkat menjadi CPNS yang ditujukan 
kepada Bupati Barru yang ditulis tangan dengan tinta hitam. 
3. Foto copy Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai terakhir 
sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang minimal eselon II. 
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4. Foto Copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang. 
5. Daftar riwayat hidup ditulis tangan sendiri memakai huruf 
kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas foto 3x4 cm, 
sesuai dengan angka lampiran I-c Keputusan Ka BKN Nomor 11 
tahun 2002 dan dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi 
pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja 
sebagai tenaga honorer. 
6. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar 
7. Surat pernyataan tentang: (sesuai dengan anak lampiran I-d 
Keputusan Ka BKN Nomor 11 tahun 2002) 
a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum 
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 
b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. 
c. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil 
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia 
e. Tidak menjadi anggota/atau pengurus partai politik 
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh 
pihak berwajib/POLRI 
9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter 
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10. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan 
kesehatan pemerintah. 
11. Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang 
terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
12. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta 
disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk 
paling endah pejabat eselon II, yang menyatakan ybs: 
a. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini 
melaksanakan tugasnya secara nyata dan sah secara terus 
menerus. 
b. Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi 
yang  baik serta integritas yang tinggi.  
13. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi 
yang memiliki pengalaman kerja. 
 
 
 
 
 
B. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengangkatan Tenaga 
Honorer Kategori 1 Menajdi CPNS di Kabupaten Barru 
Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan  
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  
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pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan 
pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. 
Ada pendapat dari tenaga honorer yang mengungkapkan bahwa sangat 
sulit mengharapkan proses penerimaan CPNS yang obyektif dan transparan.  
Kesemuanya itu sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi 
pemandangan umum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan rekruitmen 
CPNS.  
Hal ini berdasarkan wawancara dengan tenaga honorer yang tidak ingin 
disebutkan identitasnya, bahwa: 
“saya sendiri masih belum yakin kalau pengangkatan honorer ini sudah 
transparan dan objektif. Ini sudah jadi rahasia umum setiap ada 
penerimaan CPNS selalu ada yang bermain di dalam”. (wawancara 22 
Oktober 2013) 
 
Menanggapi hal ini, kepala BKD mengatakan bahwa: 
“kami telah berusaha melaksanakan seleksi berkas pengangkatan 
pegawai secara transparan agar dalam proses pelaksanaan CPNS 
terhindar dari segala hal yang merugikan seperti korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Mengenai keluhan negatif dari masyarakat, hal seperti itu 
bisa saja ada oknum yang memanfaatkan dengan mengatasnamakan 
BKD. Mereka pun tidak menyampaikan dengan memberikan informasi 
secara  jelas dengan bukti yang  nyata. Dalam realisasinya, BKD tetap 
melaksanakan seleksi berkas sesuai dengan peraturan yang berlaku”. 
(wawancara 23 Oktober 2013)  
  
Pemikiran masyarakat akan adanya kecurangan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan telah tertanam sejak dulu. Oleh karena itu, 
BKD Kabupaten Barru harus lebih mampu menunjukkan ke masyarakat akan 
penyelenggaraan pengadaan CPNS  secara transparan. 
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C. Sistem Keterbukaan dan Standarisasi yang Jelas dan Mudah 
Dipahami 
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 
penyelenggaraan pemeritahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan 
yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan 
akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. 
Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan 
memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. 
Sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas artinya semua proses 
yang dilaksanakan diketahui secara umum dan prosedur diketahui dengan 
jelas oleh masyarakat.  
Dalam memberikan informasi tentang persyaratan yang harus 
dilengkapi oleh tenaga honorer, pihak BKD telah memberikan pengumuman 
secara langsung pada semua instansi di Kab. Barru terkait dengan informasi 
pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS. Dan instansi-intansi 
yang telah diberikan pengumuman pendataan tenaga honorer. 
Hal ini juga diakui oleh Bapak Herman selaku tenaga honorer TMK,  
yang mengatakan bahwa: 
“Informasi pengangkatan ini saya peroleh dari instansi saya. BKD 
memberikan surat edaran dan seluruh honorer yang minimal 
Tahun 2005 sampai 2010 menjadi honorer disuruh memasukkan 
berkas ke BKD”.(wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Dilain pihak, ada pula tenaga honorer yang pernah mengurus berkas 
pendataan kategori 1 merasa bahwa info pengangkatan tenaga honorer 
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menjadi CPNS terkesan tertutup. Mereka tidak mengetahui dengan jelas 
persyaratan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan 
selaku tenaga honorer yang tidak termasuk dalam kategori 1, bahwa: 
“saya merasa informasi penerimaan pegawai dari honorer tidak 
transparan, saya tidak begitu tahu jelas bagaimana 
penerimaannya. Bahkan dulu banyak teman saya yang langsung 
mengurus SK dengan informasi yang minim”. (wawancara 22 
Oktober 2013) 
 
Mengenai persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh 
penulis menilai bahwa hal-hal tersebut telah diumumkan secara transparan 
dengan mengedarkan surat edaran tersebut baik di kantor bupati maupun di 
instansi-instansi pemerintah.  
Mengenai biaya dalam pengangkatan menjadi CPNS ini tidak 
dikenakan oleh tenaga honorer. Hal ini berdasarkan wawancara dengan 
Kepala BKD kab. Barru yang mengatakan bahwa: 
“Tidak dipungut biaya apapun pada tenaga honorer. Biaya yang 
mereka keluarkan hanya untuk melengkapi dokumen mereka saja 
seperti fotocopy berkas. Kalaupun ada yang meminta bayaran, hal 
itu bisa saja dimanfaatkan beberapa orang yang tidak 
bertanggungjawab. Tapi kami selalu berusaha harus memberikan 
pelayanan tanpa biaya sesuai slogan di sini Ikhlas melayani tanpa 
biaya ”. (wawancara 23 Oktober 2013) 
 
Beberapa tenaga honorer yang telah diwawancarai oleh peneliti 
mengaku bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya sedikit pun ke pihak 
BKD. Mereka hanya mengeluarkan biaya untuk melengkapi keperluan  
berkas-berkas mereka. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak 
Faisal selaku tenaga honorer yang telah lolos CPNS, bahwa: 
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“tidak ada biaya yang BKD minta kepada saya. Saya hanya 
mengeluarkan biaya untuk keperluan berkas saya seperti beli 
pulpen, foto copy berkas, transportasi saya. Cuma sebatas itu 
saja”. (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Begitu pula dengan tenaga honorer lainnya yang tidak lolos sebagai 
CPNS mengaku tidak mengeluarkan biaya khusus saat pelamaran. Hal ini 
sesuai dengan wawancara Ibu Wowon bahwa: 
“dulu saya tidak mengeluarkan biaya khusus ke BKD. Karena 
memang tidak ada biaya yang dikenakan. Paling cuma untuk biaya 
pribadi saya untuk lengkapi berkas.” (wawancara 22 Oktober 
2013) 
 
Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak 
dikenakan biaya apapun dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS di Kab. Barru. 
Sesuai dengan PP No.43 tahun 2007 pasal 11 bahwa biaya yang 
diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dibebankan 
pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga 
honorer di instansi pusat; dan 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga 
honorer di instansi daerah. 
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Pengumuman tenaga honorer yang lulus menjadi CPNS diumumkan 
melalui internet oleh BKN dan setelah terbitnya pengumuman dari pusat 
maka BKD mengumumkan melalui media cetak. Pengumuman itu berlaku 
selama satu minggu. 
BKD kab. Barru mengumumkan melalui surat kabar dan juga di kantor 
Bupati. Pengumuman ini juga bermaksud untuk menunggu komplain dari 
tenaga honorer yang tidak lulus.  
Selanjutnya setelah hasil verifikasi ulang, tenaga honorer yang lulus 
juga menerima surat dengan daftar nama mereka sebagai CPNS. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Ibu Nurdati selaku tenaga honorer yang lulus 
bahwa: 
”saya juga terima pengumuman lulus melalui surat dengan daftar 
nama-nama honorer yang lulus dari BKD. Berdasarkan surat itu 
kami disuruh mempersiapkan berkas-berkas yang dbutuhkan”. 
(wawancara 22 Oktober 2013). 
 
Dengan demikian, BKD dapat dinilai telah mengumumkan informasi 
kelulusan tenaga honorer K1 secara transparan karena informasinya telah 
diterbitkan di surat kabar dan diumumkan di kantor bupati. 
Berkurangnya jumlah tenaga honorer MK ini dikarenakan oleh adanya 
tenaga honorer yang kelengkapan administrasinya dinilai tidak memenuhi 
persyaratan. Permasalahan kelengkapan administrasi tersebut terletak pada 
masalah penggajian dimana pada laporan penggajian ditemukan bahwa 
penggajian pernah terputus selama 2 bulan. 
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Hal ini diungkapkan oleh bapak  H. Nasruddin selaku kepala BKD kab. 
Barru, bahwa: 
“tanggal 1 maret baru ada penyerahan hasil Quality assurance 
alasan tidak lolosnya 1 orang dari 18 orang tadi. Yang bermasalah 
ada pada penggajian yang tidak menerus yang artinya pernah 
terputus selama 2 bulan” (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Dari data tenaga honorer yang lulus, penentuan formasi ditentukan oleh 
pusat. Tidak ada formasi khusus yang diterbitkan sebelum perekrutan CPNS 
ini. Formasi CPNS diterbitkan oleh pusat berdasarkan tenaga honorer yang 
lulus. Mengenai latar belakang pendidikan mereka dengan unit kerja mereka 
semasa honorer tidak menjadi bahan sorotan karena tenaga honorer 
sebelum ditetapkan menjadi honorer memang tidak ada penentuan 
pendidikan mereka dengan unit kerja mereka.  
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Ir. H. Nasruddin selaku 
Kepala BKD, bahwa: 
“Tenaga honorer waktu mendaftar itu belum ditentukan formasi 
yang ingin di isi, beda dengan formasi umum yang ditentukan 
sebelumnya kita butuh tenaga apa. Formasi untuk tenaga honorer 
ini ditentukan oleh Menpan berdasarkan tenaga honorer yang 
telah diluluskan. Kalau mengenai latar belakang pendidikan 
mereka dengan unit kerja mereka sebelumnya, tidak ada 
ketentuan bahwa mereka harus lulusan ini untuk menjadi honorer”. 
(wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Mengenai standarisasi pengangkatan CPNS, kepala bagian 
pengembangan pegawai Hj.Rahmatia K,SE, mengatakan bahwa: 
“standarisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
diharuskan sesuai dengan peraturan pemerintah, harus dibiayai 
oleh APBN/APBD, masa kerja 5 tahun berarti mereka harus 
melengkapi SK Bupati honorer sejak 2005 sampai 2010 dan usia 
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mereka tidak boleh lebih dari 46 tahun”. (wawancara 22 Oktober 
2013) 
 
Hal ini juga diakui oleh tenaga honorer yang lulus bahwa kriteria yang 
mereka ketahui layak diangkat sebagai CPNS yaitu dilihat dari usia, masa 
kerja dan sumber pembiayaan. Hal ini diakui oleh Bapak Faisal bahwa: 
“kriteria yang menjadi standar kelulusan CPNS ini dilihat dari masa 
kerja kami. Masa kerja 5 tahun secara terus menerus dari tahun 
2005. SK yang harus dilengkapi itu mulai dari tahun 2005 sampai 
tahun 2010”. (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Hal ini juga diakui oleh Bapak Herman selaku tenaga honorer yang tidak 
lulus. Data dari Bapak Herman telah sesuai dengan standarisasi dari 
peraturan pemerintah walaupun tetap bermasalah pada kelengkapan slip gaji 
yang tidak lengkap.  
D. Pemahaman Akan Peraturan/Persyaratan 
Kemudahan memahami peraturan atau persyaratan pengangkatan 
oleh tenaga honorer menjadi salah satu indikator transparansi pengangkatan 
CPNS ini. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan 
publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dibutuhkan.  
Pengumuman pendataan tenaga honorer kategori 1 dinilai kurang 
jelas oleh beberapa tenaga honorer. Beberapa dari tenaga honorer yang 
memasukkan berkas pada pendataan 2010 mengaku bahwa mereka tidak 
mendapatkan petunjuk yang jelas. Mereka merasa tidak diakomodir dengan 
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baik sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan masuk menjadi daftar 
CPNS. 
Hal ini diakui oleh salah seorang informan selaku tenaga honorer 
yang tidak terdata sebagai kategori 1, bahwa: 
“prosedur pengangkatan honorer tidak jelas karena waktu itu 
beberapa teman yang juga honorer ingin membuat SK 
sedangkan petunjuknya tidak kami tahu dengan jelas. Seperti 
tidak diakomodir ”. (wawancara 24 oktober 2013) 
 
Menanggapi hal tersebut Bapak A.Herman, S.Sos selaku kasubid 
Diklat yang saat itu merupakan staf bagian pengembangan mengatakan 
bahwa: 
“dulu memang banyak tenaga honorer yang memasukkan berkas 
tapi yang lolos itu cuma 53 orang. Yang lainnya tidak lolos 
karena memang tidak memenuhi syarat. Bukannya mereka tidak 
diakomodir, tapi memang mereka kebanyakan hanya punya SK 
dari instansi mereka masing-masing, bukan SK bupati. Dan bagi 
mereka yang hanya memiliki SK dari pimpinan masing-masing, 
mereka dijadikan ke kategori 2 dan pendataannya dilakukan 
pada tahun 2011” (wawancara 24 oktober 2013) 
 
Adanya tenaga honorer yang tidak begitu memahami persyaratan 
pengangkatan menjadi CPNS ini sehingga mereka telah bersusah payah 
mengurus segala keperluan pemberkasan bukan hal yang sia-sia. 
Berdasarkan surat edaran No. 5 tahun 2010, tidak hanya kategori 1 saja 
yang didata oleh BKD. Surat edaran itu juga memerintahkan agar BKD 
melakukan pendataan terhadap tenaga honorer kategori 2. 
Dalam Surat Edaran No. 05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga 
honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dijelaskan mengenai 
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perintah melakukan pendataan tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2 
pada point 1 dan 2, sebagai berikut: 
Point 1 
Adapun tenaga honorer yang dimaksud terdiri dari: 
1. Kategori I 
Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria: 
a) Diangkat oleh pejabat yang berwenang 
b) Bekerja di instansi pemerintah 
c) Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember dan 
sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus 
d) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh 
lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 
2. Kategori II 
Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan 
kriteria: 
a) Diangkat oleh pejabat yang berwenang 
b) Bekerja di instansi pemerintah 
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c) Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember dan 
sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus 
d) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh 
lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 
Point 2.  
Tenaga honorer ktegori I diminta kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian agar: Melakukan pendataan tenaga honorer 
sebagaimana kriteria di atas (poin 2 Surat edaran) berdasarkan 
formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh 
pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk 
dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan 
sebagaimana tersebut dalam lampiran…..dst. 
Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian agar: Melakukan inventarisasi data tenaga honorer 
sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana 
tersebut dalam lampiran II.a dan II.b. 
Berdasarkan Surat edaran tersebut, jelas bahwa pemerintah juga 
meminta melakukan pendataan terhadap kategori II, jadi tidak ada alasan 
bahwa BKD tidak jelas dalam menyampaikan informasi ini kepada instansi-
instansi. Namun, pihak BKD harus mampu menjelaskan dengan baik 
sebelumnya status tenaga honorer sebagai kategori I ataupun kategori II. 
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Karena sebelumnya masih ada tenaga honorer yang tidak mengetahui 
sebenarnya mereka berada pada kategori yang mana. 
Peneliti menilai bahwa masih ada tenaga honorer yang kurang 
memahami persyaratan pengangkatan CPNS ini. BKD kab. Barru 
seharusnya lebih mampu mengakomodir tenaga honorer agar perjuangan 
mereka selama dalam mengurus berkas berjalan dengan baik.  
Mengenai proses pendataan tenaga honorer ini, terkadang BKD 
mendapatkan berkas tenaga honorer yang tidak lengkap maka BKD akan 
memberitahu tenaga honorer tersebut untuk melengkapi dokumen mereka. 
Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pengembangan 
pegawai BKD kabupaten Barru yang mengatakan bahwa: 
“kami telah memeriksa data-data tenaga honorer yang 
memasukkan berkas mereka untuk pengangkatan menjadi 
CPNS. Tenaga honorer yang memasukkan berkas terkadang 
ada yang tidak melengkapi berkas mereka dengan baik. Jika 
terjadi seperti itu, maka pihak BKD akan memberitahu tenaga 
honorer tersebut untuk melengkapi dokumen yang belum 
lengkap. Ada juga yang mengumpulkan berkas tapi mereka tidak 
termasuk pada kategori 1. (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Faizal selaku tenaga honorer yang 
pernah mengalami hal serupa, dan mengatakan bahwa: 
“berkas saya awalnya ada yang kurang. Terus BKD menyuruh 
untuk lengkapi. Kalau kami kesulitan kita tinggal ke bagian umum 
untuk meminta berkas yang kurang”.(wawancara 24 Oktober 
2013) 
 
Namun, BKD kab. Barru setidaknya mampu memberitahukan kepada 
mereka perihal kesulitan mereka. Dan ini dapat dilihat dengan adanya 
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pemberitahuan dari BKD kepada tenaga honorer yang memiliki dokumen 
yang tidak lengkap. Dan BKD juga memberitahukan kepada tenaga honorer 
yang pembiayaannya dari non APBN/APBD bahwa mereka merupakan 
tenaga honorer kategori II sehingga mereka didata sebagai kategori II. 
E. Mekanisme Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi 
Penyimpangan Tindakan Aparat 
Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering dijumpai 
di pemerintahan daerah untuk itu diperlukan mekanisme pelaporan maupun 
penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 
BKN memberikan pedoman mekanisme penanganan pengaduan 
tenaga honorer kategori 1 dengan 2 cara, yaitu: 
1. Pengaduan melalui surat/e-mail/web 
a. Pengaduan/permintaan penjelasan ditujukan langsung ke Pokja 
Penanganan tenaga honorer, atau melalui BKN/Kantor Regional 
dan BPKP Pusat/Perwakilan. 
b. Pengaduan/permintaan penjelasan khusus terkait dengan TH K-
1 hasil Quality assuranse/ATT 
c. Informasi disampaikan merupakan fakta (bukan fitnah), dan 
apabila diperlukan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 
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d. Identitas pengirim harus jelas (nama, alamat, pekerjaan dan 
no.hp yang dapat dihubungi), tanpa alamat yang jelas tidak 
layak. 
e. Permintaan penjelasan dapat dilakukan oleh instansi pemerinth 
(cq. PPK). Pengaduan yang disampaikan oleh perorangan/LSM 
bersifat informasi pendukung 
2. Pengaduan langsung 
a. Disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing instansi 
pemerintah/perwakilan perorangan/perwakilan LSM yang 
bersangkutan. 
b. Pemberian penjelasan disampaikan oleh Pokja penanganan 
tenaga honorer bertempat di Media Center Pusat Sumber Daya 
Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian PAN dan RB. 
c. Jadwal pengaduan setiap hari kerja/ 
d. Tata cara pengaduan/permintaan penjelasan yang disampaikan 
secara langsung mengikuti tata tertib yang berlaku di media 
center. 
e. Batas waktu penyampaian pengaduan/permintaan penjelasan 
secara langsung/tatap muka sampai dengan 8 maret 2013. 
Dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kab. Barru 
ada 53 orang tenaga honorer yang terdata sebagai kategori I, kemudian 18 
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orang yang lulus verifikasi awal dan tersisa 17 orang setelah di verifikasi 
ulang. 
Pada pengumuman hasil verifikasi pertama, BKD mengumumkan 
tenaga honorer yng lulus melalui surat kabar dan di umumkan di kantor 
Bupati. Pengumuman ini merupakan uji publik yang juga bertujuan untuk 
menunggu komplain dari tenaga honorer yang tidak lulus. 
Setelah menunggu beberapa waktu, tenaga honorer yang tidak lulus 
mengajukan keberatan ke BKD. Dari beberapa komplain tenaga honorer 
tersebut tidak ada yang melakukan protes akan penyimpangan tindakan 
dalam kelulusan tenaga honorer ataupun adanya pemalsuan berkas. Tenaga 
honorer yang tidak lulus hanya mempertanyakan alasan mereka tidak lulus 
sedangkan persyaratan berkas yang mereka masukkan sama. 
Hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala BKD Kab. Barru, yang 
mengatakan bahwa: 
“Komplain tenaga honor yang tidak lolos di Barru itu tidak ada 
yang complain terhadap 18 orang ini. Yang complain hanya 
mempertanyakan kenapa mereka tidak lolos. Ibaratnya orang 
ujian, kok bisa dia lulus padahal jawabannya sama dengan 
jawaban saya”. (wawancara 23 Oktober 2013) 
Dengan adanya komplain tenaga honorer TMK, pihak BKD 
memfasilitasi mereka ke pusat untuk menyampaikan keberatan mereka 
karena pihak BKD pun tidak mengetahui alasan sehingga mereka tidak 
diluluskan. 
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Dari hasil wawancara dengan tenaga honorer yang mewakili yang 
tidak lulus, tenaga honorer tersebut bertemu dengan Kabag Humas BKN, 
Tumpak Hutabarat, mereka memperoleh jawaban bahwa ada kesalahan di 
administrasi keuangan baik itu, pembayaran gaji, SPJ, ataupun SPMU. 
Kemudian mereka diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dan 
diharapkan agar 1 minggu setelahnya dibawa ke BKN.  Hal ini sesuai 
dengan pernyataan bapak Herman selaku tenaga honorer yang tidak lolos, 
bahwa: 
“kami diterima oleh Kabag Humas BKN bapak Tumpak 
Hutabarat. Jawabannya bahwa kesalahannya di administrasi 
keuangan. Beliau mengatakan semua yang berhubungan 
dengan administrasi keuangan tolong dilengkapi dan minggu 
depan dibawa kembali ke BKN”. (wawancara 24 Oktober 2013) 
Setelah kembali ke pusat membawa berkas sampai dengan 
keluarnya hasil verifikasi ulang, tidak ada penambahan tenaga honorer 
yang lulus. Bahkan jumlah yang lulus berkurang, sehingga jumlah yang 
tersisa sekitar 17 orang. 
Pihak BKD pun awalnya tidak mengetahui alasan tidak lolosnya salah 
satu honorer dari 18 orang tadi. BKD kemudian mengetahui alasan ketidak 
lulusan 1  orang tersebut setelah melakukan pertemuan di Makassar pada 
tanggal 1 Maret 2013. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa alasan 
ketidaklulusan honorer tersebut karena adanya pembayaran gaji yang 
terputus/tidak secara terus-menerus. Perihal gugurnya 1 orang ini juga 
diketahui oleh honorer lainnya.  
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Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala BKD yang 
mengatakan bahwa: 
“tanggal 1 maret baru ada penyerahan hasil Quality assurance 
alasan tidak lolosnya 1 orang dari 18 orang tadi. Yang 
bermasalah ada pada penggajian yang tidak menerus yang 
artinya pernah terputus selama 2 bulan”. (wawancara 23 
oktober 2013) 
Peneliti pun melihat bahwa memang tidak ada penyimpangan BKD 
dalam kelulusan tenaga honorer ini karena tenaga honorer yang lulus di 
verifikasi oleh Menpan dan BKN. BKD tidak memiliki kesempatan untuk 
menentukan kelulusan dari tenaga honorer yang lulus. Namun, dalam 
pendataan 53 tenaga honorer oleh BKD dinilai kurang maksimal karena 
ternyata masih banyak dari mereka yang tidak memiliki kelengkapan berkas 
saat diverifikasi oleh BKN dan Menpan. 
Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai 
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 
kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan 
memadai. Dari pengertian tersebut  dijelaskan bahwa transparansi tidak 
hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat 
untuk memperoleh informasi tersebut. 
Dengan mengacu pada konsep tersebut, transparansi dalam 
pengangkatan tenaga honorer ini belum maksimal karena masih adanya 
tenaga honorer yang tidak memperoleh informasi secara jelas. Faktor yang 
74 
 
menyebabkan ketidakjelasan informasi ini adalah kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh BKD dan instansi yang diberikan surat edaran. Selain itu, 
tenaga honorer juga tidak begitu memahami status mereka sebagai tenaga 
honorer kategori 1 dan kategori 2 sehingga diantara mereka ada yang 
merasa tidak diakomodir. 
F. penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengangkatan Tenaga 
Honorer kategori 1 menjadi CPNS di Kabupaten Barru 
Pertanggungjawaban akan suatu kegiatan harus dilaksanakan untuk 
mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertanggung 
jawaban ditujukan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan atau pihak 
yang dikenai dampak kegiatan dalam suatu kegiatan. 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua 
tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, 
dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mengukur 
akuntabilits pemerintahan secara objektif perlu adanya standar dan indikator 
yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, 
hasil pengukuran tersebut dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus 
ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang 
terjadi. 
Secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas 
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan 
kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan yang 
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kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standar-
standar yang telah ditetapkan. 
Agar pengungkapan laporan akuntabilitas aspek-aspek pendukung 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut tidak tumpang tindih 
dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
pedoman yang telah ditetapkan, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada 
perolehan dan penggunaan dana. 
b. Uraian pertanggungjawaban SDM, dititikberatkan pada penggunaan 
dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja 
yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas 
pada masyarakat. 
c. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan 
prasarana dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, 
pemanfatan dan pengembangan. 
d. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen, dan 
kebijaksanaan lainnya difokuskan pada manfaat atau dampak dari 
suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban 
kebijaksanaan. 
Mengenai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, setiap unit kerja setiap 
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tahunnya memang harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Bentuk 
laporan pertanggungjawaban setiap instansi di sebut LAKIP (Laporan 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah). Pertanggungjawabannya awalnya 
diberikan ke pimpinan, kemudian ke Bupati dan akhirnya ke DPRD. Begitu 
pula dengan BKD dalam penyelenggaraan ini, hasil laporannya akan di 
laporkan tahun ini. Laporan pertanggungjawaban pengangkatan honorer jadi 
CPNS masih dalam tahap penyusunan karena persoalan ini belum benar-
benar selesai. 
Laporan Pertanggungjawaban itu berisi tentang pelaksanaan dari 
pengangkatan ini disertai dengan anggaran yang dikeluarkan. Hal ini sesuai 
dengan wawancara Bapak Amdan selaku staf bagian pengembangan 
pegawai, bahwa: 
“LPJ masih sementara disusun karena kan penyelenggaraannya 
belum benar-benar selesai. LPJ berisi tentang kinerja dari 
pelaksanaannya dan juga terkait dengan anggaran di lampirkan. 
Pertanggungjawabannya itu diberikan ke pimpinan BKD. Terus 
kepala BKD akan meneruskan ke Bupati dan setelah itu ke 
DPRD”. (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
 
 
 
 
G. Berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. 
Miftah Thoha (2002:58) menjelaskan bahwa salah satu wujud dari 
akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang 
menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas 
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undang-undang dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur 
proses penyelenggaraan pemerintahan. 
BKD Kab. Barru telah melakukan pendataan sesuai dengan 
persyaratan dari PP No. 48 tahun 2005 jo. PP No.43 tahun 2007. Dari daftar 
tersebut terlihat bahwa memang data-data tersebut sesuai dengan 
persyaratan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah. 
Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa: Pengangkatan tenaga 
honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:  
a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling 
rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan  
b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) 
tahun secara terus menerus. 
Persyaratan lain bagi pengangkatan seorang tenaga honorer menjadi 
CPNS adalah wajib mengikuti seleksi administrasi, sebagaimana telah diatur 
dalam PP. 48 Tahun 2005 yang di ubah menjadi PP. 43 Tahun 2007 
terutama pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana di maksud dalam 
pasal 3, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan 
administrasi. 
2. Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamkan bagi tenaga 
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honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang 
usianya menjelang 46 (empat pulu enam) tahun. 
Dalam pasal 4 ini mengatur bahwa pengangkatan tenaga honorer 
harus mengikuti seleksi administrasi, seperti : Surat Keputusan, Bukti 
pembayaran gaji, absensi, fotocopy ijazah, dll. Ini berarti bahwa semua 
tenaga honorer patut mengikuti petunjuk panitia pelaksana rekruitmen 
CPNS. Dan semua ini telah dijalankan oleh BKD dalam menyeleksi berkas 
administrasi tenaga honorer. 
Tenaga honorer menilai bahwa BKD telah melaksanakan proses ini 
dengan baik dan sesuai dengan aturan. Hal ini berdasarkan wawancara 
dengan Bapak Faisal selaku tenaga honorer yang lulus yang mengatakan 
bahwa :  
”Saya lihat BKD telah melaksanakan semua prosedur sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada hal yang 
melenceng.” (wawancara 22 Oktober 2013) 
 
Kesesuaian antara data tenaga honorer dengan PP No. 43 tahun 
2007 dapat dilihat pada tabel 3 
 
Berdasarkan Tabel 3 dapat dikatakan bahwa BKD dinilai telah 
melaksanakan semua prosedur penyeleksian sesuai dengan PP No. 43 
tahun 2007. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa data tenaga honorer 
kategori 1 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  Semua tenaga 
honorer K1 yang terdata telah sesuai dengan usia yang ditentukan yakni 
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minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, surat keputusan mereka yang 
terdata mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan ini berarti 
bahwa masa kerja tenaga honorer yang lulus seleksi adalah 5 tahun atau 
lebih, dan sumber pembiayaan tenaga honorer tersebut berasal dari APBD. 
H. Adanya Mekanisme tindak lanjut pengaduan 
Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu 
adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan 
serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak 
lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. 
Dalam penyelenggaraan CPNS ini, dari pihak tenaga honorer kategori I 
tidak ada yang melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi 
oleh BKD Kab. Barru. Mereka hanya melakukan pengaduan akan nasib 
mereka sebagai tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan 
CPNS. Dan tindakan BKD terhadap pengaduan mereka adalah dengan 
memfasilitasi mereka mengadu ke BKN. 
Seperti yang disebutkan dalam wawancara sebelumnya dengan kepala 
BKD, bahwa: 
“Komplain tenaga honor yang tidak lolos di Barru itu tidak ada 
yang complain terhadap 18 orang ini. Yang complain hanya 
mempertanyakan kenapa mereka tidak lolos. Ibaratnya orang 
ujian, kok bisa dia lulus padahal jawabannya sama dengan -
jawaban saya”. (wawancara 23 Oktober 2013) 
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Mengenai tindak lanjutnya, pihak BKD memfasilitasi mereka saat 
mereka mengajukan keberatan ke BKN. Wakil dari tenaga honorer yang 
tidak lolos yakni Bapak Herman dan Bapak Malik dengan ditemani sekretaris 
BKD, Bapak Damrah bertemu dengan Pihak BKN mempertanyakan 
permasalahan mereka. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Malik  bahwa: 
”waktu itu kami ditemani oleh pak Damrah, Sekretaris BKD 
menghadap ke BKN dan bertemu dengan pihak BKN yang waktu 
itu disambut oleh Bapak Tumpak Hutabarat”. (wawancara 24 
Oktober 2013) 
 
Tanggungjawab BKD dalam menindaklanjuti pengaduan tenaga 
honorer hanya sekedar memfasilitasi tenaga honorer menyampaikan ke 
BKN. Dalam hal ini BKD tidak mampu mempengaruhi secara langsung 
verifikasi yang dilakukan oleh BKN. 
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Tabel 3 Daftar nominatif tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria 
 
No.  
 
Nama 
 
TTL 
 
Pendidikan/ 
tahun lulus 
 
Jenis 
Tugas 
Masa 
kerja/2010 
Surat Keputusan 
(nomor/tahun) 
 
Sumber 
pembiayaan   Thn Bln SK 
pertama 
SK 
terakhir 
1 Rosmawati Barru, 05-10-
1978 
D-III 
kesehatan 
Hiperkes/ 
2001 
Sanitarian 05 07 270 / 2005 165 / 
2010 
APBD 
2 Muhammad 
Amin 
Barru, 02-05-
1965 
SMA/ 1984 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
3 Muhammad 
Jafar 
Barru, 10-05-
1979 
SD/1994 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
06 03 289 / 2004 106 / 
2010 
APBD 
4 Fahyuddin Barru, 22-02-
1972 
Akademi 
kemaritiman 
tata laksana/ 
1998 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 120 / 2005 28 / 2010 APBD 
5 Dg. Nai Gowa, 31-
12-1965 
SD/ 1977 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 05 270 / 2005 28 / 2010 APBD 
6 Hamzah Barru, 12-01-
1983 
SLTP/1999 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
06 03 289 / 2004 106 / 
2010 
APBD 
7 Muliani Luwu, 29-01-
1977 
S.1 Farmasi/ 
2002 
Teknis/ 
Administrasi 
05 07 270 / 2005 28 / 2010 APBD 
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lainnya 
 
 
No.  
 
Nama 
 
TTL 
 
Pendidikan/ 
tahun lulus 
 
Jenis 
Tugas 
Masa 
kerja/2010 
Surat Keputusan 
(nomor/tahun) 
 
Sumber 
pembiayaan thn bln SK 
pertama 
SK 
terakhir 
8 Amal Barru, 04-04-
1980 
SMU IPS/ 
2000 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
9 Syahrisal Saleh Bulukumba, 
05-12-1978 
SMA/ 1996 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
10 Faisal Barru, 27-11-
1981 
SMU IPS/ 
2001 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
06 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
11 Nirwan Barru, 01-10-
1979 
SMP/ 1996 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
06 03 289 / 2004 28 / 2010 APBD 
12 Kaharuddin Pare-pare, 
07-08-1961 
SMEA tata 
niaga/ 1984 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
06 07 174 / 2004 28 / 2010 APBD 
13 Marwadi Barru, 17-02-
1974 
Persamaan 
SLTP/ 1998 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
14 Andi Ilham Aksa Barru, 08-04-
1979 
SMP/ 1995 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
15 Nurdati Wajo 
Sengkang, 
SMA/ 1985 Teknis/ 
Administrasi 
06 07 345 / 2004 28 / 2010 APBD 
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17-05-1964 lainnya 
 
 
 
No.  
 
Nama 
 
TTL 
 
Pendidikan/ 
tahun lulus 
 
Jenis 
Tugas 
Masa 
kerja/2010 
Surat Keputusan 
(nomor/tahun) 
 
Sumber 
pembiayaan thn bln SK 
pertama 
SK 
terakhir 
16 Andi 
Muhammad 
Sinrang 
Pare-pare, 
16-08-1985 
SMU 
IPA/2003 
Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 133 / 2005 28 / 2010 APBD 
17 Amilanovita Samarinda,  
08-11-1979 
SMU / 1998 Teknis/ 
Administrasi 
lainnya 
05 07 244 / 2005 28 / 2010 APBD 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS dinilai belum  terlaksana secara maksimal. 
Ditinjau dari segi keterbukaan informasi, BKD telah menyebarkan 
informasi ke instansi-intansi tentang pendataan tenaga honorer 
kategori 1. Namun, masih ada beberapa tenaga honorer yang tidak 
mengetahui dengan jelas prosedur dari pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS. 
Ditinjau dari pemahaman persyaratan pengangkatan CPNS, beberapa 
tenaga honorer mengaku tidak mendapatkan petunjuk yang jelas dan 
merasa tidak diakomodir dengan baik oleh BKD.  
Dalam pengangkatan CPNS ini tidak dikenakan biaya apapun kepada 
tenaga honorer ke pihak BKD karena segala pembiayaan 
pelaksanaan pengangkatan telah dibebankan pada APBN/ABPD. 
Penulis menilai bahwa BKD telah mengumumkan informasi kelulusan 
tenaga honorer K1 secara transparan dengan menerbitkan di surat 
kabar dan pengumuman di kantor bupati. Namun, BKD tidak begitu 
terbuka dalam hal memberikan data-data tenaga honorer.  
Ditinjau dari segi mekanisme pengaduan, BKD telah memberikan 
kesempatan kepada tenaga honorer yang tidak lulus mengajukan 
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keberatan. Dan dari beberapa bentuk keberatan honorer tersebut 
tidak ada yang melakukan protes akan penyimpangan tindakan 
ataupun adanya pemalsuan berkas, mereka hanya mempertanyakan 
alasan ketidaklulusan mereka menjadi CPNS. 
2. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengangkatan tenaga 
honorer dinilai dari mekanisme pelaporan kinerja, kesesuaian dengan 
peraturan hukum yang berlaku dan tindak lanjut dari pengaduan.  
Ditinjau dari mekanisme laporan kinerja, Laporan pertanggung-
jawaban BKD terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
sementara masih dalam tahap penyusunan. Laporan akuntabilitas 
berisi tentang uraian pertanggungjawaban keuangan, SDM, 
penggunaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan  kinerja. 
Dari segi kesesuaian hukum, BKD telah melaksanakan pendataan 
sesuai dengan PP No. 43 tahun 2007. Tenaga honorer yang terdata 
sebagai tenaga honorer K1 telah terdata sesuai dengan usia yakni 
minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, surat keputusan dari tahun 
2005 sampai dengan tahun 2010, masa kerja di atas dari satu tahun 
mulai tahun 2005 sampai pada tahun pengangkatan dan sumber 
pembiayaan yang berasal dari APBD. 
Mengenai mekanisme tindak lanjut pengaduan, BKD telah 
menindaklanjuti pengaduan honorer yang tidak lulus dengan 
memfasilitasi mereka menyampaikan keberatan ke BKN. BKD hanya 
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mampu menindaklanjuti hanya pada tahap itu karena semua 
keputusan kelulusan ditentukan oleh BKN. 
B. Saran 
1. Dalam penyebaran informasi pengadaan PNS, BKD diharapkan lebih 
maksimal dalam menyebarkan informasi agar seluruh masyarakat 
mengetahui bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Selain itu, BKD diharapkan mampu memberikan informasi dan proses 
penyelenggaraan secara terbuka agar masyarakat tidak lagi 
beranggapan bahwa selalu ada kecurangan dalam kegiatan 
pemerintah. 
2. Diharapkan BKD bertanggungjawab dalam menindaklanjuti nasib 
tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan agar nasib mereka 
sebagai tenaga honorer kategori dapat menemui titik terang. Selain 
itu, diharapkan kinerja BKD lebih maksimal dalam melakukan 
pendataan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru 
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